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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANE

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Merimbang

Mengingat

80 samFimrk Fesanr i

PERANGEKAT DAERAH

DEMGAN RAHMAT TUHAMN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

. bahwa dengan ditetapkanmya Peraturan Pemerintah Momor B

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka
dipandang perlu mengatur kembali organisasi Perangkat Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metra Nomor 1
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Ker ja Perangkat Daerah:

. bahwa seloras dengan ketentuan penyesuaian secara penuh atas

Peraturan Pemerintah ini dilokuken selambat-lambatnya dua
tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut:

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daersh tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Taota Kerja Perangkat
Doerah:

. Undang-undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran MNegara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Megara Momor 3041) sebagai-mana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Megara Tahun 1999 Momor 169, Tambohan Lembaran Megara
Momor 3890):

. Undang-undang Momor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Knbupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Ketamaedya Dati TI Metro (Lembaran Negara Taohun
1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

. Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Doerah (Lembaran Negara Tohun 1999 Momor 60, Tambahan
Lembaran MNegara Momor 3839);

. Undang-undang MNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat daon Daoerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 MNomor 72, Tambahan Lembaran Megara
Momor 3848);

. Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Caerah Otonom (Lembaran MNegara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3952);
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Misnetapian

G,

10,

11

12

13.

14.

<

Peraturan Pemerirmtoh Momor 10 Tohun 2000 tentang
Penganglkatan Pegowai MNegeri Sipnl Dalam Jabatan Struktural
{Lembaran  Megara Tohun 2000 MNomor 197 Tombahar
Lemooran Regara Momor 4018) sebagaimana teloh diubah
dengan  Peraturan  Pemerrmoh Meomeor 13 Tahun 2002
{Lembaran Megara Tahun 20072 homor 23, Tambakhar § embaran
Megara MNomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003 tertarg Pedoman

Crgonisast Perargkat Daerch (Lembargn Megora Tahun 2003
MNomer 14, Tombahan Lembaran Megara Nomar 4262

. Keputusen Presiden Momor 44 Tohun 1999 tentong Teknig

Permyusuran  Peraturan  Perundang-undangan  dan Pestuk
Runcongan Undanguindang, Romcengar Percturan Parmerintah
dan Rancangan Keputusun Presidert

» Keputusan, Presiden Momor 87 Tohun 1999 fertong Rumpon

Jobatun Fungzional Pegawal MNegeri Sipii:

Keputusan Presiden Momor 40 Tabun 2001 tentarg Pedoman
Kelermbagaan dan Pengelalaan Rumah Sakit Daerah;

Feraturan Doerch Koto ftetro Nomoe 15 Tabhun 2002 farrtang
Prosedur Peryvusuron Perathuran Doegrabe

Keputisan Bersama Mertert Pendavagumaon Aparatue Megara
dan #Merteri Dalam MNegeri Nomore @ O/ SKE/AMPANYS/2003
MNomor [F Tahun 2003 terrfong Petumuk Peloksaonaan Peraturan
Pemerirmtah Momor 8 Tahun 2003 teriang Pedoman Organieasi
Perangkat Doerah dan Peratu-an Pemerirtab Momor 9 Tahun
2003 tertang VWewerang Pengangkatan, Pemindghan  den
Pernberhenfion Pegawai MNeaeri Sipil:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2002 tertang
Pedoman Susuran Orgonisasi dan Tata Kerjo Rumoh Sakit
Urnum Doerah,

Kepirusan Menter: Perdayogunaan Aparahir Megara MNomor
A KEPAMPAND03 tartang Peretopan Bselon Kepala 1ata
Usaha 5Sekoloh Lonjutan Tingkat Perfuma don  Sekolah
fenengah Urum,

dengun persefujuan

CEWAN PERWAKTL AMRAKYAT DACRAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DABRAH TENTANS PEMBENTUKAN, SLISIMAN
CREAMLEAST DAMN TATA KERJTA PERANMSKAT DAERAH
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BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a
b,

= o

Daerah adalah Daerah Kota Metro.

Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD
ndalah Badan Legislatif Daerah,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,

Kepala Daerah adalah Waliketa Metro.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah
Daoerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintchan yang terdiri dari
Sekretariat Daerch, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai
dengan kebutuhan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro.
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Metro.
Dinas Daerah adalah Binos Daerah Kota Metro.

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Keta
Metre yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Metro,

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adaldh Unit
Pelaksana Teknis Dinas atau Lembaga Teknis Daerah Kota
Metro.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Peranghkat
Daerah.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Kecamatan.

BAB IT
PEMBENTUKAN

Pagal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi, Susunan
Organisasi dan Tata Ker ja Perangkat Daerah,
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Pasal 3

(1) Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretoriat Doerah.
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah, terdiri dari :

[ S
H

k.

FW - f on oo

Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Kesehatan,

Dinas Pendidikan.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Clahraga,
Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Dinas Tenaga Ker jo dan Sosial.

Dinas Pertanian.

Dinas Pasar,

Dinas Pendapatan.

4, Lembaga Teknis Daerah, ferdiri dari :

a.
+3

c,

(%
g.
h

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Badan Pengawasan Daerah,

Badan Kepegawaian Daerah,

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
Eerencana.

Rumah Sakit Umum A_ Yani.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinon Terpadu.
Kantor Perpustakaan don Arsip Daerah.

Satuan Polisi Pamong Prajo.
6, Kecamatan.

(2) Bagan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah

i
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BAB IIT
PERANGKAT DAERAH

BAGIAN PERTAMA
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Sekretariat Doerah adaloh unhsur  pembantu  pimpinan
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berada dibawah don bertanggung jowab kepada Kepala
Daerah.

. {2} Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Daerah  dolam  penyelenggaraan fugas  pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah,

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2),

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijokan Pemerintah Daerah,

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

¢. Pengeloloan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana
dan sarana pemerintahan daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesual dengan tugas dan fungsinya.

@ Paragraf 2

Susunan Orgaonisasi
Pasal 5

(1) Susunan Orgaonisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Asisten I/Pemerintahan, terdiri dari :

1, Bagian Pemerintahan, Terdiri dapi
g, 5Sub Bagion Pemerintahan Umum.
b. 5ub Bagian Bina Otonomi Daerah.
¢. 5Sub Bagian Bina Kecamatan,
d, 5ub Bagian Perkotaan,

2. Bagian Hulkum, terdiri dari :
a, Sub Bagian Produk Hukum Daerah.
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Barntuan Hukum,
¢. 5Sub Bagian Penelachan dan Penyuluhan Hukum,
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3. Bagian Hurnas dan Protokel, terdiri dari :
a, 5Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi.
b. S5ub Bagian Produk Kehumasan.
c. 5ub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
b. Asisten II/Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagion Perekonomian, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perekonomian Produksi.
b. Sub Bagian Perekonomian Umum.
¢. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah,
2. Bagion Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
a. Sub Bagion Administrasi Program.
b. Sub Bagian Pengendalian Program. -
€. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Laporan.
3. Bagion Kese jahtercan Rakyat, terdiri dari
. g, Sub Bagian Agama dan Sosbud.
b. Sub Bagion Pendidikan, Pemuda don OR.
¢. Sub Bagian Program Lintas Sektor.
4. Bagian Pemberdaoyoan Ferempuan, terdiri dari
a. Sub Bagian Pengembangan Potensi,
b. Sub Bagion Pembinaan Kegiatan.
¢, Sub Bagian Kerjasama &Bina Kelembagaan,
c. Asisten IIL/Administrasi, terdiri dar :
1. Bagian Organisasi, terdiri dari ;
a, Sub Bagian Kelembagaan,
b. Sub Bagian Tata Laksana.
¢. Sub Bagian Kepegawaian,
2, Bagian Keuangan, terdiri dari :
. a. Sub Bagian Anggaran.
b. Sub Bagian Perbendaharaan.
c. Sub Bogian Pembukuan dan Verifikasi.
d. 5Sub Bagian Administrasi Gaji.
3. Bagian Pzrkalgkupnn, terdiri dari :
a. Sub Bagion Analisa Kebutuhan dan Standardisasi.
b. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan.
£, Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi,
4. Bagion Umum, terdiri dari
a. 5Sub Bagian Tata Usaha.
b. Sub Bagion Rumah Tangga.
c. Sub Bagian Urusan Dalam.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dazrah  adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IT Peraturan Daerah
ini.
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BAGIAN KEDUA
SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD adaloh unsur pelayonon terhadap DPRD,
dipimpin oleh seorang Sekretaris wang bertanggung jowab
kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh
Sekretaris Daerah,

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan administrasi kepada DPRD dalom melaksanakan
tugasnya,

(3) Dalem melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DFRD
menyelenggarakan fungsi
a. Memfasilitasi rapat Anggota DPRD.

b. Pelaksanaon urusan rumah tangga DPRD.
¢. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari ;

. 1. Bagian Persidangan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Teknis Persidangan.
b. 5Sub Bagian Risalah Persidangan.

2, Bagian Hukum, terdiri dari :
a,  5Sub Bagian Penelachan Hukum.
b. 5ub Bagian Produk Hukum Daerah,

3. Bogion Keuangan, terdiri dari
a. 5Sub Bagian Anggaran,
b. Sub Bagian Perbendaharaan.
c. Sub Bagian Pembukuan/Verifikasi.

4. Bagion Umum, terdiri dari
a. 5Sub Bagian Humas dan Protokol,
b. Sub Baogian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
¢. 5Sub Bagian Tata Usaha,

5. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagon Susunan Organisasi  Sekretariat DPRD  adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIT Peraturan Daerah
ini.

BAGLAN KETIGA
DINAS DAERAH

Pazanl B

{1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
untuk meloksanakan sebagian kewenangan desentralisasi,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

. (2) UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional untuk
melaksanakan sebagian tugas Dinas yang wilayah kerjamva
dapat meliputi beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh
Camat,

Sub Bagiaon Pertama
DINAS PEKERTAAN UMUM

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

o Pasal 9

(1) Dinas Pekerjoan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagion kewenangan Deerah di bidang kebinamargaan,
keciptakaryaan dan pengairan,

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum,
b, Pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya,
€. Pembinoan terhadap UPT Dinas,
d. Pengelolaan tata usaha Dinas.
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Poragraf 2

Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari

Kepala Dinas.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1, Sub Bagian Kepegawaian.
2. 5Sub Bagian Keuangan.
3. 5ub Bagion Umum.

c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
1. S5eksi Perencanaan Kebinamargaan,

& 2, Seksi Perencanaan Keciptakaryaan.

3. Seksi Perencanaan Pengairan.

d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. 5eksi Pembangunan.
2. Seksi Pemeliharaan.
3, Seksi Peralatan dan Perbengkelan.

e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Seksi Gedung dan Bangunan,
2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

f. Bidang Pengairan, terdiri dari :

. 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan,

2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
3. 5eksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan,

g. UPT Dinas.
1. UFT Pengairan.

h. Kelempok Jabatan Fungsional.

{2} Bagan Susunan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah
ini.
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(1)

Sub Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok meloksanakan
sebogion kewenangan Daerah di bidang peningkatan kesehatan
masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan,
pemberantasan penyokit dan penyehatan lingkungan serta
kesehatan keluarga dan gizi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokek, Dinas dimakssud ayat (1)

(1)

menyelenggarakan fungsi

a. Perumusan kebijokan teknis urusan kesehatan.

b. Pemberian perizinon dan pelaksancan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya,

¢. Pembinaan terhadap UFT Dinas.

d. Pengeloloan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari
a. Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari -
1. Sub Bagian Perencanaan don Informasi Kesehatan.
2, 5ub Bagion Kepegawaian,
3. 5Sub Bagian Keuangan dan Umu,
c. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
1, S5eksi Promosi Kesehatan,
2. Seksi UKBM dan JTPKM.
d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. 5eksi Pelayanan Kesehatan Dasar.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus
1, Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
e, Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Fenyehatan
Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra
2. S5eksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
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f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Keluarga.
2. Seksi Gizi.
g. UPT Dinas, terdiri dari :
1. UPT Puskesmas Yosomulyo,
2. UPT Puskesmas Banjarsari.
3. UPT Puskesmas Ganjar Agung.
4, UPT Puskesmas Iringmulyo.
5. UPT Puskesmas Sumbersari Bantul.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimoksud ayat (1) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pergturan Daerah
ini.

Sub Bagion Ketiga
& DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Tugas Pokek dan Fungsi

Pasal 13

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokek melaksanakan
sebagion kewenangan Daerah di bidang pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a, Perumusan kebijokan teknis urusan pendidikan,
b. Pemberian perizinan don pelaksanoan pelayanan umum
. sesuai dengan lingkup tugasnya
¢. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
d. Pengelolaan tata usaha Dinas,

Paragraf £
Susunon Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari .
a. Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kepegawaian,

2. 5ub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum.
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h.

Bidang Perencanaan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Program.

2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data.
3. 5Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan.

Bidang Pendidikan Dasar; terdiri dari

1. Seksi Sekolah TK/SD,

2, Seksi SLTP.

3. Seksi Tenaga Edukatif.

Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Menengah Umum.

2, Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Seksi Tenaga Edukatif,

Bidang Pendidikan Luor Sekolah, terdiri dari -
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

2, Seksi Pemuda dan Olahraga Pelajar,

3. Seksi Pendidikan Masyarakat,

UPT Dinas, terdiri dari :

1. UPT Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
2. UPT Sekolah Menengah.

Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah

11,

Sub Bagian Keempat

DINAS KEBUDAYAAN, PARTWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
mempunyai tugas pokok meloksanakan sebagian kewenangan
Daerah di bidang kebudayoon, kepariwisataan, kepemudaan

dan keolahragaoan.

(2} Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan  kebijokan teknis  urusan  kebudayaan,

kepariwisataan, kepemudaan dan keolohragaan.

Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pembinaan terhadap UPT Dinas,

Pengelolaan tata usaha Dinas.
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Parograf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Clahraga terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b, Bagian Tata Usaha, terdiri dari -
1. Sub Bagian Kepegawaian,
2, Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Seni Budaya,
. 2. Seksi Pengembangan Seni Budaya.
3. 5eksi Prasarana dan Sarana Seni Budaya.
d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. 5Seksi Prasarana dan Sarana Pariwisata,
2. Seksi Promosi dan Kerjasama Kepariwisataan,
e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kepemudoan.
2. 5eksi Pembinoan Olohraga,
f. UPT Dinas.
1. UPT Sarana Olahraga,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

.. (2) Bagan Susunan Orgonisasi Dinas dimaksud avat (1) adalah
sebogaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Baerah ini.

Sub Bagian Kefujuh |«
DIMAS TATA KOTA DAN LINGEUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

(1} Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagion kewenangan Doerah di bidang

penatoan fisik kota, pertamanan, kebersihan dan lingkungan
hidup.
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis urusan tata kota dan
lingkungan hidup.
Pemberian perizinan dan pelaksanoon pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pengelalaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunon Organisasi

Pasal 12

(1} Susunan Orgonisasi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup
. terdiri dari :

a.
b.

Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian.

2. 5ub Bagion Keuangan.

3. Sub Bagian Umum.

Bidang Tata Fisik Kota, terdiri dari :

1, Seksi Pengembangan Infra-struktur.

2. Seksi Pengendalian Ruang Kota,

3. Seksi Penataan Bangunan.

Bidang Pertamanan, terdiri dari :

1. Seksi Taman dan Hutan Kota.

2, Seksi Penerangan Jalan dan Lampu Hias.
3. Seksi Penghijauan dan Pengendalian.
Bidang Kebersihan, terdiri dari :

1. Seksi Pengendalion Petugas Operasional.
2, Seksi Pengangkutan, Prasarana dan Sarana.
3. Seksi Pengawasan Kebersihan,
Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1 Seksi Perizinan dan Pengawasan.

2. Seksi Pengendalian dan Pemulihan,

3. Seksi Analisis Dampak Lingkungan.
UPT Dinas :

1 UPT TPAS dan IPLT

. Kelompeok Jabatan Fungsional,
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercontum dalam Lampiran VIII Peraturan
Daerah ini.

Sub Bagion Keenam
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagion kewenangan Daerah di bidang lalu
lintas dan angkutan serta prasana dan sarana.

o (2) Dakim melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
mernyelenggarakan fungsi
a. Perumusan kebijokan teknis urusan lolu lintas dan
anglkutan jalan,

b. Pemberian perizinan dan pelaksanoon pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasmya,
¢, Pembinaan terhadap UPT Dinas.

d. Pengelolaan tata usoha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
' terdiri dari :
a. Kepala Dinas.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. 5ub Bagion Kepegawaian.
2. 5Sub Bagian Keuahgan,
3. 5ub Bagian Umum,
c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas,
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas,
d. Bidang Angkutan, terdiri dari .
1, Seksi Angkutan Orang dan Barang.
2. Seksi Pengowasan dan Pengendalian.
e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana Kendaraan dan Perlengkapan,
2. Seksi Perbengkelan.
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f. UPTD, terdiri dari :
1. UPT Terminal.
2, UFPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah
ini.

Sub Bagion Ketujuh
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Poragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

. (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempumnyai
tugas pokok melaksanakan sebagion kewenangan Daerah di
bidang perindustrian, perdagangan, penanaman medal dan
perkoperasian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijokan teknis urusan perindustrian,
perdagangan, penanaman maodal dan perkoperagian.

b. Pemberian perizinan don pelaksonoon peloyanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

d. Pengelclaan tata usaha Dinas,

Paragraf 2

Susunan Organisasi
Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdogangan dan
Koperasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kepegawaian,
2. 5ub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagion Umum.
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Perizinan.
2, 5Seksi Pembinoan dan Pengembangan,
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
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d. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal, terdiri dari :
1. 5eksi Perdagangan
2. 5Seksi Penanaman Modal.
3. 5Seksi Kemetrologian,
e. Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
1. Seksi Bina Kelembagaan.
2. 5Seksi Bina Usaha dan Perkreditan.
3. Seksi Peryuluhan,
f. UPT Dinas,
1. UPT Stand Pameran Way Halim.
g. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerch
ini,

Sub Bogian Kedelapan
DINAS TENAGA KERJTA DAN SOSIAL
Paragraf 1
Tugasz Pokok dan Fungsi
Pasal 23

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kewenangan Daeroh di  bidang
ketenngaker joan, sosial dan pemberdayoan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijokan teknis urusan ketenagakerjoan,
sosial dan pemberdayaan masyarakat.
b. Pemberian perizinan dan pelaksanoan pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya.
¢, Pengelolaon tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri

dari :
a. Kepala Dinas.
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Bagian Tata Usaha, terdiri dari

1. Sub Bagian Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan,

3. Sub Bagian Umum,

Bidang Tenaga Ker ja, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

2. Seksi Pelatihan dan Pengembangan.

3. Seksi Pengawasan Ketenagaker jaan,

Bidang Sosial, terdiri dari :

1, Seksi Bina Kese jahteraan Sosial.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial.

3. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial.
Bidang Pemberdaysan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Bina Keterampilan dan perlombaan .
2. Seksi Bina Ketahanan Sosial Budaya,

3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XT Peraturan Daerah

c,

d.

2
o

i

ini.
)

Sub Bagian Kesembilan
DINAS PERTANIAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kewenangan Daerah di bidang tanaman pongan dan
hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan
pemyuluhan pertanian,

(2) Dolam  melaksanakan tugas pokok, Dinas Perfanian

menyelenggarakan fungsi

.

b.

Perumusan kebijakan teknis urusan pertanian,

Pemberian perizinan dan pelaksanoan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pembinaon terhadap UPT Dinas.

Pengelolaan tata usaha Dinas,
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala Dinas.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kepegowaian.
2. 5ub Bogian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
1. Seksi Bing Usaha dan Ketahanan Pangan.
2, Seksi Bina Produksi.
3. Seksi Prasarana den Sarana,

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari -
. 1, Seksi Bina Usaha dan Produksi.
2. 5Seksi Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan.
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
e. Bidang Perikanan, terdiri dari ;
1. Seksi Bina Usaha.
2, Seksi Pengembangan Budidaya,
3. Seksi Perbenihan.
f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
1, Seksi Penyusunan Program.
2. Seksi Informasi dan Pengembangan Teknelogi,
3. Seksi SDM dan Kelembagaan.
g. UPT Dinas, terdiri dari :
'. 1. UPT Rumah Potong Hewan.
2. UPT Pos Kesehatan Hewan.
3. UPT Balai Benih Tkan,

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebogaimana tercantum dalam Lampiran XIT Peraturan
Doerah ini.
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Sub Baogian Kesepuluh
DINAS PASAR

Faragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

(1) Dinas Pasor dan Kebersihon mempunyai tugas pokok
melaksonakan sebagion kewenangan Daerch di  bidang
pengelolaan pasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis urusan pasar dan perpasaran.
b. Pemberian perizinan dan pelaksancan pelayanan umum
L sesuai dengan lingkup tugasnya,
c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
d. Pengelolaon tata uscha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
a, Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
. 1, Sub Bagian Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan,
3., Sub Bagian Umum.
¢. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Perizinan,
2. Seksi Keamanan dan Ketertiban,
3. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan,
d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
1. Seksi Operasional Pendapatan.
2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan,
3. Seksi Pengendalian Petugas Operasional.
e. Bidang Kebersihan Pasar, terdiri dari :
1. Seksi Operasional Kebersihan,
2. Seksi Pengowasan Kebersihan.
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f. UPT Dinas :
1. UPT Pasar Kota Metro.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimaona tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan
Daerah ini,

Sub Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

(1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebogian kewenangan Daerah di bidong pajok daerah,
retribusi Daerah dan penerimaan lainmya,

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi
a. Perumusan kebijakan Teknis urusan pendapatan,
b. Pemberian perizinan dan pelaksancan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.
¢. Pengeloloan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
. Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas,
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari -
1. Sub Bagion Kepegawaian,
2, Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagion Umum.
c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari ¢
1. Seksi Pojak Doerah Bidang I.
2. Seksi Pajak Daoerah Bidang IT.
3. Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat.
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d. Bidang Retribusi Daerah, terdiri dari :
1, Seksi Retribusi Umum,
2. Seksi Retribusi Jasa Usaha,
3. Seksi Retribusi Perizinan.
e, Bidang Penerimaan Lain-lain, terdiri dari :
1. Seksi Penerimaan Pusat dan Propinsi,
2. Seksi Penerimaan Pojok Bumi dan Bangunan.
3. S5eksi Sumbangan Pihak Ketiga.

f. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi, terdiri dari :
1. Seksi Pembukuan.
2. Seksi Pelaporan.
3. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan,

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) odalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan
g Daerah ini.

BAGLAN KEEMPAT
LEMBAGA TEKMNIS DAERAH

Pasal 31

(1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu, dipimpin cleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) UPT Lembaga Teknis Doerah yang selonjutnya disebut UPT
Badan/Kantor adalah unsur pelaksana operasional untuk
melaksanokan sebogian tugas Badan/Kantor yang wilayah
'. kerjanya dapat meliputi beberapa kecamatan, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan/Kantor dan secara operasional
dikoordinasikan oleh Camat.

Sub Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

(1) Badan Perencancan Pembangunan Doerch mempunyoi tugas
pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahon doerch di bidang perenconoan pembangunan
daerah.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO 13

(2) Dalom melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

g, Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
pembangunan daerah.

b. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup fugasnya,
¢. Pengelolaan toto usaha Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
terdiri dari
a. Kepala Badan.
& b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. 5Sub Bogian Perencanaan.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,

¢, Bidang Ekonomi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Produksi Daerah,
2. 5Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

d. Bidang Sesial Budaya, terdiri dari :
1. Sub Bidang Sos Bud Bidang T
2. Sub Bidang Sos Bud Bidang IT
3. 5ub Bidang Pemerintohan, Hukum dan Aparatur.
e. Bidang Fisik, terdiri dari :
. 1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
3. Sub Bidang Lingkungan Hidup & SDA
f. Bidang Penelitian daan Pengembangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pemerintahan dan Umum.
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial
Ekonomi dan Budaya.
3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah
ini.
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Sub Bagian Kedua
BADAN PENSAWASAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

(1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai fugas pokek membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan,
o b. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya.
c. Pengelolaan tata usaha Badaon,

Poragraf 2
Susunan Organisasi

Po=al 35

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Dasrah terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Bagian Tota Usaha, terdiri dari :
. 1. 5ub Bogian Kepegawaian,
2. 5ub Bogian Keuangan,
3. 5Sub Bagian Umum.

c. Bidong Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari
1. 5Sub Bidang Pemerintahan Kota,
2. 5Sub Bidang Kecamatan dan Kelurahan.
3. Sub Bidang Aparatur.

d. Bidang Ekonomi Pembangunan, terdiri dari :

1. 5Sub Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang I

2. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang TT.

3. 5ub Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang TII.
e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1. 5Sub Bidang Sosial Budaya Bidang I.

2. Sub Bidang Sesial Budaya Bidang IL

3. 5ub Bidang Sosial Budaya Bidang III,
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f. Bidang Umum, terdiri dari :
1.  Sub Bidang Pendapatan Daerah.
2, 5Sub Bidang Keuangan,
3. 5ub Bidang Perlengkapan dan Kekayaan Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah
sebogaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan
Baerah ini.

Sub Bagion Ketiga
BADAN KEPEGAWALAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokek membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
kepegawaian.

(2) Dalom melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijokan teknis di bidang kepegawaian,
b, Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan
linghup tugasmya.
c. Pengelolaan tata usaha Badan,

. Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan,
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. 5ub Bagian Kepegawaian.
2. 5ub Bagian Keuangan.
3. 5ub Bagian Umum,
¢. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
1. 5Sub Bidang Jabatan Struktural den Fungsional.
2. 5Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
3. 5ub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur,
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d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, ferdiri dari -
1. Sub Bidang Fengadaan Pegawai.
2. 5Sub Bidang Mutasi Pegawai.
3. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian,

e. Bidang Umum Kepegawaian, Terdiri dari :
1, Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
2. 5Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai_
3. 5Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pegawai.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adaloh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan
Dazrah ini,

Sub Bagian Keempat
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

. Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempuryai tugas
pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintohan doerch di bidang pendidikan dan pelatihan.

(2} Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijokan teknis di bidang pendidikan dan
pelatihan,

0 b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pengelolaan tata usaha Badan,

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
terdiri dari :
a. Kepala Badan,
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
1. Sub Bagian Kepegawaian,
2. 5Sub Bagion Keuangaon,
3. Sub Bagian Umum.
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¢. Bidang Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, terdiri dari .
1. 5Sub Bidang Penjenjangan Umum dan Dasar,
2. Sub Bidang Penjenjangan Menengah,
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kursus-kursus.
2. Sub Bidang Pelatihan dan Job Training.
3. S5ub Bidang Orientasi, Pembekalan dan Penataran,

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri dari :
1. 5ub Bidang Fungsional Umum.
2, 5Sub Bidang Fungsional Khusus.

f. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan
. Daerah ini.

Sub Bagian Kelima
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAMN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

& (1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daoerah dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah di bidang
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana,

(2) Dalam melaksanakan tugas pekok, Badan dimaksud ayat (1)
menvelenggarakan fungsi |
a. Perumusan kebijokan teknis di bidang Kependudulan,
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup Tugasnya.
e. Pengeloloan tata usaha Badan.
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Paragraf 2
Susunan Jrganisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana terdiri dari
a. Kepala Badan,
b. Bagion Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagion Kepegawaian,
2. 5Sub Bagion Keuangan,
3. Sub Bagian Umum.
¢. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
2. Sub Bidang Registrasi Penduduk
d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akta-akta,
2. Sub Bidang Autentifikasi dan Legalisasi.
3. 5ub Bidang Penyimpanan Akto-akta
e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Sub Bidang Advokasi, KIE & Pembinaan Institusi,
2. Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana.
3. Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera
f. Bidang Informasi dan Analisis Program terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengeloloan data & Informasi Program.
2. Sub Bidang Pelaparan, Analisis & Evaluasi Program.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan
Daerah ini.

Sub E-ugiurll Keenam
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalom penyelenggaraan pelayanan
medis dan keperawatan serta pengelolaan rumah tangga
Rumah Sakit.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokeok, Rumah Sakit Umum
Daerah menyelenggarakan fungsi



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO 29

i,

b.

e,

Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis
dan keperawatan serta pengelolaan rumah tangga
Rumah Sakit.

Pelayanan medis dan keperawatan serta pengelolaan
rumah tangga Rumah Sakit.

Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri
dari :

a.

b.

g

Direktur.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. 5Sub Bagion Kepegawaian,

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum.

Bidang Medis, terdiri dari :

1. Sub Bidang Rekam Medis.

2. 5Sub Bidang Pelayanan Medis.

3. Sub Bidang Penunjang Medis.

Bidang Keperawatan, terdiri dari

1. Sub Bidang Asuhan dan Pelayanan Keperawatan,

2, Sub Bidang Tenaga Keperawatan.

Sub Bidang Fasilitas Keperawatan

Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
Medis,

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
Keperawatan,

Sub Bidang Evaluasi dan Monitoring

Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :

1. 5Sub Bidang Penyiapan.

2. 5ub Bidang Pemeliharaan.

3. 5Sub Bidang Penyimpanan dan Distribusi.

Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
adalch sebagaimana tercantum dalom Lampiran XX
Peraturan Daerah ini,
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Sub Bagian Ketujuh
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Parograf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
mempuryai tugas pokek membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan doerah di bidang pembinaan
kesatuan  bangsa, perlindungan  masyarakat serta
kelembagaan  organisesi  politik  dan  organisasi
kemasyarakatan,

(2) Dalatm melaksanakan tugas pokek, Kantor dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta
kelembagaan organisasi politik, organisasi massa dan
organisasi kemasyarakatan.

b. Pelayanan penunjang penyelenggaroan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

¢. Pengelolaan tata usaha Kantor,

2
Susunon Organisasi

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

Kepala Kantor.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Kesatuan Bangsa.

Seksi Perlindungan Masyarakat,

Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

e anoR

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dimaksud ayat (1) adalah
f}ebagc:@nn tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan
a&ran 1ni,
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Sub Bagian Kedelapan
KANTOR PELAYANAN ADMIMNISTRASI
PERIZINAN TERPADU

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

(1) Kantor Pelayanan  Administrasi  Perizinan Terpadu
mempunyai fugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaroan  pemerinfahan  daerah  di  bidang
administrasi perizinan dan pelayanan umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi
& a, Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi
perizinan dan pelayanan umum,
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan  pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
. Pengelolaan tata usaha Kantor.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Susuran Organisasi  Kantor Pelayanan  Administrasi
Perizinan Terpadu terdiri dari :

Kepala Kantor,

Sub Bagian Tata Usaha,

Seksi Pendaftaran,

Seksi Pengolahan,

Seksi Pembukuan dan Pelaporan,

Kelompok Jabatan Fungsional.

R OoN TO

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan
Daerah ini,
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Sub Bogion Kesembilan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

(1) Kantor Perpustakaan DAN Arsip Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Daerch dalam penyelenggaraan
pemerintahan doerch di bidang kepustakean don kearsipan,

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor dimaksud ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepustakaan dan
kearsipan.
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
sesuai dengan lingkup fugasnya.
c. Pengelolaon tata usaha Kantor,

Paragraf 2
Susunan COrganisasi

Pasal 49

(1)} Susuran Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Doerah
terdiri dari :

Kepala Kantor.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Akuisisi.

Seksi Pelayanan.

Seksi Kearsipan,

Kelempok Jabatan Fungsional,

+pan oo

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIIT Peraturan
Daerah ini.
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BAGIAN KELIMA
SATUAN POLISI PAMONG PRATA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin cleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jowab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan ketenteroman dan  ketertiban umum
serta menegakkan Peraturan Doerah.

(3) Dalam melaksanakan fugas pokok, Satuan Polisi Pamong
Praja menyelenggarakan fungsi
a. Perumusan kebijakon teknis di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

b. Pelayanan penunjang penyelenggaroan pemerintahan
sesuai dengan lingkup fugasnya.
c. Pengelolaan tata usaha Sotuan.

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari .
a. Kepala Satuan.

Kepala Staf,

Seksi Pengamanan.

Seksi Operasi.

Seksi Latihan,

Kelompok Jabatan Fungsional,

Th o on O

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Proja
adalah sebaognimana tercamtum dalom Lampiran XXIV
Peraturan Daerah ini.
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BAGIAN KEENAM
KECAMATAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempuryai
wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Doerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan mempuryai tugas pokok melaksanakan sebagian
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala
Daerah.

. (3) Dalam  melaksanakan  tugas  pokok,
menyelenggarakan fungsi

Pelaksanoon sebagion kewenangon pemerintahan yong

(1)

a

dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Kecamatan

Pelayanan penyvelenggaroan pemerintahan di Kecamatan.

Pengelolaan tata usaha Kecamatan,

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari

a.

b.

Camat.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
1. Urusan Kepegawaian,

2. Urusan Keuangan,

3. Urusan Umum,

Seksi Pemerintahan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pemerintahan Umum.
2. Sub Seksi Bina Kelurahan,

Seksi Pembangunan, terdiri dari

1. 5ub 5eksi Perencanaan dan Pengendalian.

2. 5Sub 5eksi Data dan Laporan,

Selksi Perekonomian, terdiri dari ;

1. Sub Seksi Pertanian.

2. 5Sub Seksi Perekonomian Umum.

Seksi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Sub Seksi Pendidikan.

2. 5Sub Seksi Kesejahteraan Sosial,
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(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adaloh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 2XV Peraturan Daerah ini,

BABE IV
STAF AHLI KEFALA DAERAH

Pasal 54

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Jaobaton Staf Ahli Kepala
Daerah yang terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah.
. Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi.
. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya,
. Staf Ahli Bidang Hukum.
Staf Ahli Bidang Tata Kota,

L S B

Pasal 55

(1) Staf Ahli adalah unsur staf yang taktis operasional berada
dibawah dan bertanggung jowab langsung kepada Kepala
Doerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris
Daerak;

(2) Staf Ahli mempunyai tugns pokek membantu Kepale Daerah
dalam penyigpan bahan kebijoksanoon poda bidang tertentu
sesuai dengan keahliannya;

. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Staf Ahli mempunyai fungsi :
a. Penyiapan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan,
b. Penyiapan dan perumusan telaohan strategis.
c. Penyiapan dan perumusan perkiraan keadaan.
d. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Daerah,

Pasal 56

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Staf Ahli melakukan konsultasi
dan konfirmasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing.

(2) Setiap produk staf yang dibuat oleh Staf Ahli disampaikanh
kepada Kepala Daerah dan Sekrefaris Daerah yang

tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang
terkait,
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Pasal 57

(1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas
usul Sekretaris Daerah dori Pegawai Megeri Sipil yang
memenuhi syarat don setelah mendapat persetujuan pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2} Usul Sekretaris Daerah didasarkan atas pertimbangan teknis
a, Sedang atau pernah menduduki jabatan struktural eselon
IT atau jobatan fungsional yang setingkat/sederajat;
b. Latar belakang pendidikan
c. Pengalaman jabatan;
d. Lain-lain pertimbangan teknis yang disyaratkan Peraturan
Perundang-undangan,

(3) Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan
kepegawaian bagi Staf Ahli dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

BAB V
KELURAHAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 58

(1) Kelurchan merupakan perangkat Kecamatan yang
mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh
seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Camat,

(2} Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

{3} Dalam melaksanakan  tugas pokok, Kelurahan
menyelenggarakan fungsi ;

a. Pelaksanoan sebagion kewenangan pemerintahan dari
Kecamatan.

b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan,
¢. Pengelolaan tata usaha Kelurahan.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari

a. Lurgh,

Sekretariat Kelurahan,
Seksi Pemerintahan.

Seksi Pembangunan,

Seksi Perekonomian,

Seksi Kesejahteraan Rakyat.

mhAn T

(2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

BAB VI
JABATAN FUNGSIOMAL

Pasal 60

(1) Jabatan Fungsional yang teloh ditetopkan berdasarkan
peraturan perundong-undangan, dengan Peraturan Daerah ini
dinayatakan sebagai jabatan fungsional di lingkungan
Pemerintah Daerah,

{2} Pengisian Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) dilakukan
secara selektif sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Penetapan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Pemerintah
éry Daerah dilakukan sesuai kebutuhan tugas dengan berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERTA

Pazal &1

(1} Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi
Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai bidong tugasnya masing-masing,

(2) Setiap pimpinan erganisasi Perangkat Daerah bertanggung
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahanmya masing-
masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
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tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan Pengawasan
Melekat.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat pada wakturya,

Pasal 62

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya, wajib diclah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk pada bawahanmya,

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
O secara fungsional mempunyai hubungan kerja

(3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan  satuan
organisasi dibantu oleh kepala satuan orgenisasi bawahannya
dan dalam rongke pembinean kepada bawdhannya wajib

mengadakan rapat berkala.
BAB VIII
KEPEGAWAI AN
Pasal 63
Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan
& kepegawaian diloksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal &4

(1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk
UPT sesuai dengan kebutuhan yang wilayah kerjanya dapat
meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

(2) Pembentukan UPT baru dan susunan organisasinya ditetapkan
dengan  Keputusan Kepala Daerah setelsh  mendapat
persetujuan dari DPRD,
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Pasal &5

(1) Pada setiap Kelurahan depat dibentuk Lingkungan sesuai
dengan kebutuhan,

(2) Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Camat
sesui dengan kewenangan yang diserahkan.

Pasal 66

(1) Eselon Jabatan Struktural adalah sebagaimana yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Urusan dan Sub seksi pada UPT Dinas dan Kecamatan
adalah eselon V-a.

BAB X
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal &7

(1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerch akan ditetapkan
kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan
yang akan ditetapkan cleh Presiden.

(2) Organizasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja akan
ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal &8

(1) Eselon Kepala Tata Usaha Sekoloh Menengah Kejuruan
menunggu  penetapan lebih  lanjut oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara,

(2) Kedudukan dan eselon jabatan Staf Ahli Kepala Daerah
menunggu penetapan  lebih lanjut dari  Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara,

Pasal 69

Penyesuaian aftas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-
lambatnya bersamaan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerch ini, maka Peraturan Daoerah
Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 71
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atou

memerlukan pengaturan lebih lanjut okan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daoerah seteleh mendapat persetujuan dari

DPRD,
U
Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Doerah.
Disahkan di Metro.
Pada tanggal &Y :,'4(-'-'- 2003
& ALTKOTA MeTRO

S Afn

R —
/7( MOZES HERMAN
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SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 5UB BAGIAN
SALA MGA PRODUK HUKUM DAERAH | H  PERBENDAHARAAN —  RUMAH TANGGA &
o " 1 PERSIDANGAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN | ] SUB BAGIAN
1| PEMBUKUANNERIFIKASI TATA USAHA

OTA l

:nuﬂmmﬁmﬂau |.\.\\.\\||



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IV :

! KE A METROD PERATURAN DAERAH KOTA METRO
DINAS PEKERJAAN UMUM KOT i s

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOMAL | _ BAGIAN TATA USAHA
[
_ |
SUB BAGIAM _ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWALAN _ KEUANGAN LIMILINA
_ L : - =
BIDANG BIDANG BIDANG | BIDANG
PERENCANAAN BINA MARGA CIPTA KARYA | PENGAIRAN
] [ i ]
SEKSI SEKEI SEKSI - SEKSI
— PEREMCANAAN 1 PEMBANGUNAN ] GEDUMNG DAN s PEMBANGUNAN DAN
KEBINAMARGAAN BANGUNAN PENINGKATAN
SEEKSI SEKS SEKSI SEKSI
u PERENCANAAN PEMELIHARAAN | 4 PERUMAHAN DAN ] OPERASIONAL DAN
KECIPTAKARYAAN B PERMUKIMAN PEMELIHARAAN
SEKSI SEKS EEKSI SEKSI
— PERENCANAAN —+ PERALATAN & PERBENGEKELAN =T PENYEHATAN — BINA KELEMBAGAAN
PENGAIRAN LINGKUNGAN DAN PENYULUHAN

"UPT PENGAIRAN
WALIKOTA :
\».\ MOZES HERMAN moeem=""



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGAIRAN

KEPALA DINAS

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMFIRAN IV-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

URUSAN
TATA USAHA

SUB SEKSI
PENGATRAN WILAYAH
UTARA

|

SUB SEKSI
PENGAIRAN WILAYAH
SELATAN

\ ALIKOTA METRO,



LAMPIRAN V :

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA

jdih.metrokota.go.id

AFRMETLA ORG ORI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN KOTA METRO HOMOR 03 TAHUN 2003
KEPALA DINAS
KELOMPOHK JABATAN
FUNGSIONAL o BAGIAN
] m TATA USAHA
I | = _
PEREMCAMASKN DAN KEPEGAWAIAN KELAMGAN &
INFORMAS| KES LMLIN
= —— i T _.
BIDANG | 3 BIDANG BIDANG BIDANG
FPENINGEKATAMN KESEHATANM | PELAYAMAN KESEHATAMN PEMCEGAHAM, FEMBERANTASAMN KESEHATAN KELUARGA DAM
MASYARAKAT _ PEMYAKIT & PEMYEHATAM LINGE. e el
=2=F J . ﬂ _ )
SEKSI SEKSI SEKSI g SEKSI
b PROMOSI KESEHATAM |  PELAYANAN KESEHATAN DASAR || PENGAMATAN PENYAKIT DAN || KESEHATAN KELUARGA,
KESEHATAN MATRA
SEKSI SERSI SEKS] SEEEI
LKBM DAN JPKM ) PELAYANAM KESEHATAN — PENCEGAHAMN DAN PEMBERANTASAN — GIZ]
KHUSUS PEMYAKIT
SEKSI = Y= SEKEI
= KEFARMASIAN & PERBEKALAN —— PENYEHATAM LINGELUNGAMN
KESEHATAM

1. UPT PUSKESMAS METRO
2. UPT PUSKESMAS YOSOMULYQ LIKOT,
3. UPT PUSKESMAS BANJARSARI ;

4 LIPT PUSKESMAS GANJAR AGUNG

5. UET PUSKESMAS IRINGMULYO
8 UPT PUSKESMAS SUMBERSARI BANTUL ___.uwmm :mm_..___..z




jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS

KEPALA DINAS

KEPALA PUSKESMAS

| KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN V-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

URUSAN
TATA USAHA

SUB SEKS!
PELAYANAN
KESEHATAN MASY.

SU/B SERSI
PFENYEHATAN
LINGEUNGAN

\& WALIKOTA METRO:1-
Lﬁ.\/ 4 N\“&.ﬁ-“.._.._._l

\Mx MOZES HERMAN




jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISAS]
DINAS PENIMDIKAN KOTA METRO

LAMFIRAM V] :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUMN 2003

_ KEPALA DINAS
KELOMPOR JABATAN
FUNGSIONAL BAGIAN
_ TATA USAHA
1
e . _ _
SUE BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN -
KEPEGAWNALAN KEUAMNGAN LML
| | ST, |
EIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN PENDIDHKAN DASAR FENDIDIKAN PENDIDIKAN LUAR
q MENENGAH SEKOLAH
I | | - _
SEKE SEKSI SEKSI SEKSI
i PERENCANAAN SEKOLAH TK/SD SEKOLAH MENENGAH L PENDIDIKAN ANAK
PROGRAM LIMLIMA LISIA DINI
SEKSI SEKSI SEKSI ) SEKSI
PENGUMPLLAN & SLTP SEKOLAH MENENGAH | PEMUDA DAN
" |  PENGOLAHAN DATA KEJURUAN OLAHRAGA PELAJAR
SEKSI SEKSI SEKEI SEKSI
|| PRASARANA & SARANA TEMAGA EDUKATIF TENAGA EDUKATIF || PENDIDIKAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN
1. UPT SLTP. P~

2. UPT SEKOLAH MENENGAH.

*
1 MOZES HERMAN ._-.....I.\n-r




jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
UPT SEKOLAH LANJUTAN TINGEAT PERTAMA

HEPALA DINAS

KEPALA SLTP

LAMPIRAN VI-A:
PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR

03 TAHUN 2003

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

URUSAN
TATA USAHA

\ EEEF METRO: 1
\% MOZES HERMAN \



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VI-B:
UPT SEEOLAH MENENGAH PERATURAN DAERAH KOTA METRO

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA DINAS
KEPALA
SEKOLAH MENENGAH
URUSAN
KELOMPOK JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
\ KOTA Ot
#
xﬂ\Eﬂﬂmm HERMAN \.\\\\\I



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS REBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA

DAN OLAH RAGA KOTA METRO

LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA DIMAS
KELOMMIE JABATAM
FUMNGSIOMAL BAGIARM TATA USAHA
¥ -_ aLisE ! .“ pdi g e _ ._ u
SUB BAGIAM B BAGLAN 3B BAGLAN
EEPEGAWALAN KELANGARN LINMLIA
| | [
BIDAMNG BIDANG BIDANG
KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA & OLAHRAGA
I | I
SERSI SEESI SEESI PEMBMNAAMN
PEMBINAAN SENI PREASARAMNA DAN SARANA KEPEMUDAAN
BUDAYA PARIWISATA
SEESI SEKE] SEKSI
PENGEMBAMNGAN SEMI PROMOST & KERJASAMA PEMBIMAAN
BUDAY A EEPARIWISATAAN OLAHRAGA
SEEST
PEASARANA & BEARANA
SENI BLIDAY A
LIFT SARAMA
OLAHRAGA




jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISABI
UPT SARANA OLAH RAGA

KEPALA DINAS

KEPALA UPT

HELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN VII-A:
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

URUSAN
TATA USAHA

SUB SEKSI
PENGELOLAAN

SUB SEKSI
PEMELIHARAAN

ﬂEEﬂﬁ.Eﬂ.«—.ﬂWﬂ‘.
ey
\N\Eﬂﬂnm HERMAN .\\.\.\\\l
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TATA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN VIII ;
PERATURAN DAERAH KOTA METRO

KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2003
EEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN BAGIAN
FUNGSIOMAL TATA USAHA
ﬁ | |
JUB BAGIAN SUB DAGLAN SUB BAGIAN
KEPEGAWATAN KEUANGAN LU
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TATA FISIE KOTA PERTAMAMNAN KERERSTHAM LINGEKUNGAN HIDUP
] | | |
SFKSI SEKSI SEKSI SEKSI
e PENGEMDANGAN TAMAN DAMN ITUTAN PENOENDALIAM PETUGAS ) PERIZINAN DAN
INFRA-STRUKTUR KOTA OPERASIOMAL PENGAWASAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSL
= PENGENDALIAN PEMERANGAN JALAN AN PEMGANGELTAN, - PENGEMDALIAN DAN
RUANG KOTA LAMPL HIAS PRASARANA & SARANA PEMULIHAN
~ SEKSI SLKsl SEKSI SEKS5]
PENATAAN BANGUNAN ialinslhibnmpladoracs PENGAWASAN KEBERSIHAN ANALISTS DAMPAK
PENGENDALIAN 2 ] LINGKUNGAN

UPTTPAS & IPLT
KARANGREIC

ALIKOTA RNAEWI{
F

;%_.Emmm HERMAN "
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
UPT TPAS DAN IPLT Eﬁ.mﬁﬂ

KEPALA DINAS

LAMPIRAN VIII-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN LURUSAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SUB SEKSI] SUB SEKSI SUB SEKSI
PENGENDALIAN SANITARY /PEMUSNAHAN PEMBERANTASAN
HAMA /SANITASI

WALIKOTA METROs4-

¢ MOZES HERMAN e



BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

ETRUKTUR ORGANISABI LAMPIRAN IX :
DINAS LALU LINTAS DAN ANGEUTAN JALAN PERATURAN DAERAH EOTA METRO
HOTA METROD NOMOR 03 TAHUN 2003
KEPALA DINAS
KELOMPOK JTARATAN *
FLINGSIONAL BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGLAN SUE BAGLAN SUH BAGIAN
KEPEGAWATAN KEUTANGAN LTMUM
_ ! _
BIDANG BIDANG BIDANG
LALLY LINTAS AMGEUTAN FRASARANA DARKN
SARANA
| _
SEKSI 2ERS3I SEKSI
— MANATEMAN ANGELUTAN ORANG & —1 PRASARANA KENDA-
LALU LINTAS BARANG EAAL % PERLENGEAPAN
SEKSI SEKSI
ﬂmﬂﬂﬁum: PENGAWASAN & - FERBENGKELAN
— K TA
LALU LINTAS FENRRALAN
I, UPT TERMINAL KOTA En__...,r,-.r
2. HFT PENGLITTARN EEMDARASSN BERMO O 3
(e . E

4y MOZES HERMAN



BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IX-A :
UPT TERMINAL PERATURAN DAERAH EOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA DINAS

KEPALA UPT

HﬂE!Eﬁ L—I.HW.H.E URUSAN

FUNGSIONAL TATA USAHA

SUB SEKSI SUE SEEKSI SUB SEKSBI

TERMINAL EOTA TERMINAL INDUEK TERMINAL

METRO MULYOJATI TEJOAGUNG

\ A mﬂ.ﬂ.ﬁﬂu!
i MOZES HERMAN __ e



BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IX-B :
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

HEPALA DINAS
KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN URUSAN
FUNGSIONAL TATA LISAHA
SUB SEKSI SUB SEKS]
PENDATAAN DAN OPERASIONAL
PENDAFTARAN PENGLUJIAN

WALIKOTA METRO,

{ tepe, -
Q-\Eﬂuu,n HERMAN ="
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STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KOTA METRO

LAMPIRAN X :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA DINAS
_
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL BAGIAN
- TATA USAHA
[ |
SUB BAGIAN SUB BACIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWALAN KEUANGAN UMUM
| |
BIDANG BIDANG BIDANG

PERINDUSTRIAN FERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN
o PENANAMAN MODAL
Q 1 | - I
_l|
4 SEKEI SEKSI SEKSI
+—  PENDAFTARAN DAN - PERIZINAN —  BINA KELEMBAGAAN
N PERIZINAN
b
Tt SEKSI it SEKSI SEKSI
& PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN —  BINA USAHA DAN
e FENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL _ PERKREDITAN
il |
ﬂ .
m SEKEI Skl SEKSI
= PENCAWASAN & — KEMETROLOGIAN DAN — PENYULUHAN
< PENGENDALIAN PENGENDALIAN
-
- A :gfr
Z .
< _, UPT STAND PAMERAN WAY HALIM ’
0 gy MOZES HERMAN "
0



STRUKTUR ORGANISASI
UPT STAND PAMERAN WAY HALIM

LAMPIRAN X-A :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003

KEFPALA DINAS
KEPALA UPT
| KELOMPOK JABATAN URUSAN
| FUNGSIONAL TATA USAHA
SUB SEKSI — SUB SEKSI SUB SEKSI
DATA DAN PRASARANA & PENGAMANAN
VISUALISASI 4 SARANA

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

a\ MOZES HERMAN

RO
e



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

LAMPIRAN X1 :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

KOTA METRO
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOMNAL BAGIAN TATA USAHA
| _
SUE BAaGIAN SLIB BAGIAM SUB BAGIAN
KEPEGAWALAN KELANGAN LIMUIBA
[ T
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDWMNG
2 EOSiAL [ PEMBERDAYAMAN
TENAGA KERJA g =
I . 3 _ .
SEKSI _ SEKSI I SEKSI
PENDATAAN DAN . = BINA KESEJAHTERAAN BINA KETERAMPILAM &
PENDAFTARAN SOSIAL PERLOMBAAN
SEKSI SEKSI SERSE ’ "
PELATIHAN DAN || REHABILITAS] S0OSIAL || BINA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA
PEMGEMEAMGAM _.I-
SEKS] SEESI SEKSI
FENGAWASAN 1 BINA ORGANISAS] & BANTUAN —PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
KETEMNAGAKERJAAN SOSIAL MASYARAKAT

LIKOTA METRO
\m\\\\g '
\.\ MOZES :mm\_._nuﬁ\\\\



jdih.metrokota.go.id

STUKTUR ORGANISASI

DINAS PERTANIAN KOTA METRO

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

KEPALA DINAS

LAMPIRAN XTI :

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

s ; TATA USAHA
1 |
SUB BAGTAN SUE BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEEUANOAN LMLIN
BIDAMNG BIrARG RIMANG RBITANG
TANAMAN PANGAN & PETERMNAKAN & PERIKANAN PENYULUHAN
HORTTKULTURA EESEHATAN HEWAM
[ e ]
R Ry | [ g
LKL SEKS] KEK S KEKS]
™ Blva UISAHA & | ] BIMa USAHA Dan ol BIiMA I5AHA PENYTISL AN PROGERAM
KETAHANAN PANGAN PROGUES]
SEESI SEKS] SEEEI SEKE]
BINA PROMIKSI — P41l - PEMGEMBANGAY MFOEMAS & PFENGEMB
] R AT A TEEMOLOG]
SEKS] SEKS] SEKSI SEKSI
PRASARANA TIAN KESEIEATAM MASY. PERBENTHAN ey
SARANA VETERINFR KELEMBAGAAN

1. UPT RUMAH POTONG HEW AN,
2. 1PT MO KESEHATAN HEWAM

3. UPT BALAI BEMIH LEAMN

e

] _L-—ﬂg.m?-mﬂ_ﬁhuu
&+
~7 MOZES HERMAR™
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
UPT RUMAH POTONG HEWAN

KEPALA DINAS

KEFALA UPT

LAMPIRAN XTI-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRA(}
NOMOR D3 TAHTIN 2003

KELOMPOK JABATAN URLSAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SUR SEKSI SUR SEKSI
PELAYANAN HYGIENE, SANITASI DAN
PEMOTONGAN FPENGOLAHAN LIMBAH

JKOTA ..ﬁﬁ.w#
]

MOZES HERMAN

s T



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STUKTUR ORGANISASI
UPT POS KESEHATAN HEWAN
EKOTA METRO

JABATAN
FUNGEIONAL

KEPALA DINAS

KEPALA UPT

LAMPIRAN XII-B :
PERATURAN DAERAH HOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

TATA USAHA

URUSAN 7

SUB SERE]
PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN &
INSEMINASI BUATAN

PELAYANAN
LABORATORIUM

SUB SEKSI ﬁ




STUKTUR ORGANISAS] : LAMPIRAN XII-C :
UPT BALAI BENIH IKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

NOMOR 03 TAHUN 2003

|
_ KEPALA DINAS
KEPALA UPT
EELOMPOK JABATAN | | URUSAN
FUNGSIONAL _ TATA USAHA
SUR SEKSI BUB SEKSI
PROGRAM & OPERASIONAL DISTRIBUSI DAN
PEMBIBITAN PEMEINAAN




jdih.metrokota.go.id

STUKTUR ORGANISASI

DINAS PASAR KOTA METRO

KELOMPOK JABATAN

MAL

KEPALA DINAS

LAMPIRAN XIII :

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

FUNGEI0

]

_ E |
BIDANG BIDAMNG
PEMBINAAN & FENDAPATAN
FENGEMBANGAN
| ]
SERSL SEKSI
PENDATAAN DAN £l OPERASIONAL
FRARLELAT PENDAPATAN
SEKS SEKSI
KEAMANAN DAN ] PEMHUKUAN AN
KETERTIBAN PELAPOREAN
- SEKSI GHERS1
PEMELIHARAAN DN PENGENDALIAN PETUGAS
PEMBANGUNAN OFERASIONAL

BAGIAN HUKUM SETDA 'r\OT/—\f‘v’IETROl

|

BIDANG
KEBERSIHAN PASAR

BEKS1
OPERASIONAL
KEBERSIHAN

BEKSI
FENGAWASAN
KEBERSIHAN

UFT PASAR KOTA
METRO

BAGIAN
TATA USAHA
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAT SUE BAGTAN
KEEPEGAWAIAN KEUANGAN LIDLIM

ro;

Q\Eamuﬁ HERMAN _ e



BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

jdih.metrokota.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PABAR

LEPALA DINAS

LAMPIRAN XIII-A :
PERATURAN DAERAH HOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN URUSAN TU
© SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
WILAYAH T WILAYAH TI WILAYAH III
WALIKOTA

\w\ MOZES HERMAN

ek

i—



STUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KQOTA METRO

LAMPIRAN XIV ;
PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 03 TAHUN 2003

KEFALA DINAS

jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

KELOMPOK JABATAN
FLINGSIONAL BAGIAN
TATA USAHA
. I _
SUE BAGIAN SUH BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KELANGAN UMUM
| m
BHIDA N BIDANG BIDANG _ BIDANG
FAJAK DAERAH RETRIBUST DAERAH PENERIMAAN | PEMBUKUAN.PELAPORAN
LAIN-LAIN AN EVALUASI
I _ [ ]
SERSL HERS] FCEED SERSI -
| PAJAK DAERALL || RETRIWOIST LINCTT PEHERIMAAN PUSAT & FEMBUELIAN
BIDANT] FROPIMSE
SEREL _ ahkb] SEES] SEKS]
ol PAJAK DAERALE 1 RETRIBLSI FEMERIMA AN FATAK BLIBI PEEAPORAN
RIDANG T f JASA USAHA DAN BANGLUMAN
SEKSL HEKS] REKRI SEES]
|| DAGHITASIL PATAK | | RETRIBUSI PERIZINAN SUMEANGAN EVALLASL MONITORING
PLISAT PILAK EETTGA AN PENGAVASAN

v MOZES HERMAN =




STRUKTUR ORGANISAS]

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA METRO

KEPALA BADAN

LAMPIRAN XV :
PERATURAN DAFRAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHTN 2003

jdih.metrokota.go.id

KELOMPOK JABATAN NAGLIAN TATA
FLIMGEIO AL L'SsAHA
SLIB BAGIAN SLIB BAGTAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN KEPFGAWAIAN £LMUM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
EECNOMI SOSIAL BUDAY A FISTK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
_ ] [ _
SUB BIDANG SUR BIDANG SUR RIDANG SUB BIDANG
PRODL KSI DAERAH - SOSEUD BID, ) — PRASARANA DAN SARANA PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PEMERINTAHAN DAN LIMUM
SUB BIDANG LT BIDANG SUR BIOANG SR BIDANG
PENGEMBANGAN DUNLA USAHA = SOSEUD BID. 11 | TATARUANG & PENGEMBANGAN PENELITIAN & PEMGEMBANGAN
WILAYAH SOSIAL EKONOMI & BUDAY A
1R BIDANG SUT BIDANG SUR BIDANG SUD BIDANG
PERINDUSTRIAN, PEMERINTAHAN, HUKUM DAN 1 LINGKUNGAN HIDUP £ SDA MONITORING, EVALLASI DAN
PERDAGANGAN & KOPERASI ABARATUR PELAPORAN

BAGIAN HUKUM SHTDA KO[TA METRIO

IKOTA METRO -

AAtpr |

\w\ MOZES HERMAN ___ o



jdih.metrokota.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGAWASAN DAERAH

KOTA METRO

KEFALA BADAN |

LAMPIRAN XVI :

PERATURAN DAERAH HOTA METRO

NOMOR 03 TAHUN 2003

BAGIAN HUKUM SETDAKOTAMETR

KRLOMPOK JABATAN EAGIAN
| _ _ | _
SUB BAGTAN SUB BAGIAN SUB BACIAN
KEPEGAWAIAN K LLANCGAN LIMUM
|
| ] B
BIDANG HIDANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN ERONOMIT PEMBANGUNAN SOSLAL BUDAYA UMUM
AFARATTIR
_ ol 7 3 ] = ]
~ SUE BIDANG SUB EBIDANG SUR BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN KOTA EKONOMI PEMBANGUNAN = SOSIAL BUDAYA FENTIAPATAN DAERAH
BIDANG | BIDANCG |
SUE BIDANG EUB BIDANG SUR BIDANG STTR RIDANG
KECAMATAN DAN EKONOM] PEMBANGUNAN B SOEIAL BUDAYA —] KELJANCAN
KELURAHAN BIDANG 1L BIDANG II
SUB EIDANG : SUB BIDANG SUB BIDANG SUH BIDANG
APARATUR EKONOMI PEMBANGUNAN || SOSTAL BUDAYA =7 PERLENGKAPAN DAN
BLDANG 10 BIDANG IT

AEKAYAAN DAERAH

\W\ MOZES HERMAN

WALIKOTA METRO;|"

l‘l.‘
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA METRO

KEPALA BADAN

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN DAERAH EOTA METRO
HOMOR 03 TAHUN 2003

KELOMPOK JABATAN BAGIAN

FUNGSIONAL TATA USAHA
i
i [ _

3UB BAGIAN | SUB BAGIAN SURB BACGTAN
KEPEGAWAIAN | KEUANGAN UBMUM
| |
EIDANG BIDANG BIDANG

FENGEMBANGAN PEGAWAI

FENGADAAN GMUTASI PEGAWAL

UMUM KEFEGAWALAN

SUB BIDANG
JADATAN STRUKTURAL DAN
FUNCSIONAL

SUE BIDARKG
PENGADMAAN PEGAWAL

SUE BIDANG

FEMBINAAN DISIPLIN
FEGAWAI

SUB BIDANG
FEMBERHENTIAN DAN FEMNEIUN
PEGAWAL

SUB BIDANG
MUTTASI PEGAWAIL

KESEJAHTERAAN PEGAWAL

SUB BIDANG

SUB BIDANG
FENGEMBANGAN BUMBER DAYA
APSRATLUR

SUB BIDANG
KEPANGHEATAN DAN
PENGGAJLAN

SUB BIDAMG
PENGLOLAHAN DATA &
INFORMASI w.ﬁ..ﬁm._w.____._““__

KOTA !Hﬂﬂn/_c__,

Ao
\M\Enmnm HERMAN >
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STRUKTUR ORGANISAEI LAMPIRAN XVIII :
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PERATURAN DAERAH KOTA METRO
KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN BAGIAN
FUMGSIOMAL TATA USAHA
i |
SUBBAG | SUBREBAG SZLUBBAG
KEFPEGAWAIAN | KEUANGAN UMUM
BIDANG BIDANG BIDANG
DIKLAT DIKLAT TEKNIS THKLAT FUNGSIONAL
PEN.JENJANGAN
_ _ e L AR
SUB BIDANG SUE BIDAMNG SUEB BIDAMG
PEMJENJANGAN LMUM KURSUS-KURSS FUNGSIOMNAL LIMLIN
DAl TIASAR
SLE BIDANG SUR BIDAMNG
SUHLHIARNE PELATIHAN JOB PUNCSIONAL KHUSUS
PENJENJANGAN hdamteil
MENEMGAH -
SUR BLDAMNG ../tmul
DRIENTASI, PEMEBE- WALIKOTA TRO,
KALAN DAN FENATARAN

Q\ MOZES HERMAN =
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIEAN XTX -
BEADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
KEILUARGA BERENUANA KOTA METHO MNOMOR 03 TAHIN 2003
7 KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA TTSAHA
[ |
SUBRAG SUBBAG SUBBAG
KEPEGAWALAN KEUANGAN TIMUM
BIDANG  BIDANG BIDANG BILANG _
KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KELUARGA BERENCANA INFORMAST & ANALISIS
PROGRAM
[ - = _ B —
[ wﬂmmqm}zﬂ SUB BIDANG | SLE BIDANCG SUB BIDAKG
ADMINISTRAST . AKTA-AKTA ADWVOKASI, KIE & PENGELOLAAN DATA &
KEPENDUDUKAN _| PEMBINAAN INSTITLISI | INFORMASI PROGRAM
i SUR BIDANG SUBR BIDANG SUB BIDANG SUH BIDANG
REGISTRASI FENDIUINUK | AUTENTIFIKASI DAN FENGENDALIAN KB PELAPORAN, AMALISIS &
LEGALISASI EVALITASI PROGRAM
SUB BIDANG SUB BIDANG i
PENYIMPANAN AKTA- | | PENGENDALIAN K3 IKOTA EH._.W.H__
AKTA ﬁ .._n“ >

Q\ MOZES muﬂ!“.u.q......a..
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISAS]

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.YANI

KOTA METRO

DIREETUR

LAMPIRAN XX :

PERATURAN DAERAH KEOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

BAGIAN
TATA UUSAHA
| 1
SUR BALIAN SUB BAGTAN SUB BAGLAM
KEFEGAWAIAN KEUAMGAN LML

KELOMPOE TARATAN
FUNGEIOMNAL
BIDAMG BIDANG ..
BEDIS KEFERAWATAN
SUB BIDANG SUR BITyARG
REKAM MEDIS i  ASUTHAN & PELAYANAN
EEPERAWATAMN
SUB BIDANCG S1MB BIDANG
PELAYAMAM MEDIS ||  TEMAGA KEFERAWATAN
SUB BIDANG | SIE BIDANG
PENLMIANG MEDTS FABILITAS KEPERAWATAN

BIDANG BIDANG
WAEDAL PEASARAMNA & SARAMNA
e ﬂ -
SUB BIDANG SUB BIDANG
- WASDAL PELAY ANAN [ | FENYIAPAN
MLDIS
SUB BIDANG SLIB BIDANG
-~ WASDAL PELAYANAN — PEMELIHARAAM
EEPFERAWATAN
SUR BIDANG = SUTH BNANG
EVALIUAST &MONOTORNG PENYIMPANAN &
MSTRIRLIS
OTAMETRO, "
\ &
w\ MOZES HERMAN ™
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STRUKTUR ORGANISASI
EANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
KOTA METRO

KELOMPOE TABATAN
FIMNGSIOWAL

m KEPALA KANTOR

|

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
KESATUAN BANGSA

SEKS]
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI .
ORGANISASI POLITIK
DalN KEMASYARAKATAN _

WALIEOTA __Eemnr%

Eﬁ.ﬂﬂm HERMAN
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

STUKTUR ORGANISAS]
KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI
PERIZINAN TERPADU KOTA METRO

EEPALA KANTOR

EELOMPMIKE TABATAN

LAMPIRAN XXII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

FIRNGSIOM AL SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEK3T SEKS] bl W 1 |
PENDAFTARAN PENGOLAHANMN PEMBUTEELTAN [xAMN
FELAPORAN

ALIKOTA Eﬁn.fr
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STRUKTUR DRGANTSAS]
; LAMPIRAN XXTIT ;
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH FERATURAN DAERAH KOTA METRO
KOTA METRO - NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA KANTOR

_ KELOMPOK
TABATAN FUNGSIONAL | SUB BAGIAN
. TATA USAHA
| J
SEESI] SEKS] e
SEKS]
AKUISTST PELAYANAN KEARSIPAN

'ALIKOTA .quEu_ 1
#

)& MOZES HERMAN- o



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XXIV -
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERATURAN EEEE KOTA
KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2003

KEPALA SATITAN

KELOMWPOK JABATAM
FUNGSIONAL KEPALA STAF

BEEEKSEl SEES] SEKSL
PENGAMANAN DPERAS] LATIHAN

IKOTA Hﬂﬂﬂ.ﬁ-_./__.ﬂ/
§ A ttde,

uu\ MOZES HERMAR ™
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